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PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA PRABUMULIH,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah
Nomor & Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu ditetapkan
Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah:

Kota Prabumulih (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4113 ):
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569):

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4048):

Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentangBea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688):

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan
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15.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286):

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

7.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389):

8.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400):

9.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421):

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
4437): sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 4548),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara.Republik Indonesia Nomor 4090),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4138),
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor

119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4139),
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17.

18.

19.

20.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416): sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4540):

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502):
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503):
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
PinjamanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574),
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor !37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576),

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a577),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor L40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
TambahanLembaranNegaraRepub | iklndonesiaNomor45B5),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614):
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26.

27.

28.

29.

30.

Menetapkan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Peraturan Daerah Kota Prabumulih No 1 tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2008.

Peraturan Daerah Kota Prabumulih No 4 tahun 2008 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
2008.

Keputusan Bersama Dewan: Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Prabumulih dan Walikota Prabumulih Nomor 4 Tahun 2008 dan
Nomor 4 Tahun 2008 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
Prabumulih Tahun Anggaran 2008,

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 807/KPTS/VI/2008
tanggal 26 November 2008 tentang Hasil Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Kota Prabumulih Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan
Rancangan Peraturan Walikota Prabumulih tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
2008.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah
Rp. 512.742.377.486,- bertambah sejumlah Rp. 38.224.616.173,- sehingga menjadi
Rp. 550.966.993.659,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
a. Semula

b. Bertambah

Cc. Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 384.779.187.785

Rp. 392.733.377.486

(Rp. 7.954.189.701)
&
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2. Belanja Daerah

a. Semula
|

(Rp. 512.742.377.486)
b. Bertambah (Rp. 38.224.616.173)
c. Jumlah Belanja Setelah Perubahan (Rp. 550.966.993.659)

7

(Defisit) Setelah Perubahan (Rp. 166.187.805.874)
3. Pembiayaan :

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 121.359.000.000

2) Bertambah Rp. 45.328.805.874

3) Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 166.687.805.874
se

b. Pengeluaran

1) Semula (Rp. 1.350.000.000)

2) Bertambah Rp. 850.000.000

3) Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan (Rp. 500.000.000/”

Pembiayaan Netto Rp. 166.187.805.874

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan: Rp. 0 &)

Pasal 2
Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut
pada Lampiran peraturan ini.

“Pasal3
Lampiran sebagaimana tersebut dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 4
Peraturan Walikota Prabumulih ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini
dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Prabumulih,
pada tanggal 28 November 2008

WALIKOTA PRABUMULIH

RACHMAN DJALILI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2008 NOMOR 15
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